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Violence against children in Malang Regency shows an increasing graph which 
continues to increase every year. In the Criminal Code for immoral offenses starting 
from Article 281 to article 303 bis, one of the articles of moral offenses is Article 285 
which regulates the offense of rape or verkracting. Article 285 of the Criminal Code 
provides that: "Anyone who by force or threat of violence forces a woman who is not 
his wife to have intercourse with him, is punished for rape, with a maximum 
imprisonment of twelve years". The data source in this study was the investigation of 
the PPA Unit at the Malang Police, which was then carried out by using data collection 
methods in the form of interviews and documentation. Furthermore, data management 
techniques. The results of this study indicate that the forms of violence included in 
victim reporting to the PPA Unit of Malang Police are: a) physical violence b) 
psychological violence c) sexual violence and d) economic violence. 
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ABSTRAK 
Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang menunjukkan peningkatan grafik yang 
terus meningkat setiap tahunnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana delik-
delik susila dimulai dari Pasal 281 sampai dengan pasal 303 bis, salah satu pasal dari 
delik-delik susila tersebut yaitu Pasal 285 yang mengatur tentang delik perkosaan atau 
verkracting.  Pasal 285 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan 
dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas 
tahun”. Sumber data dalam penelitian ini adalah penyidikan Unit PPA Polres Malang 
yang kemudian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan 
dokumentasi. Selanjutnya, tehnik pengelolaan data.Hasil penelitian ini menunjukkan, 
bentuk-bentuk kekerasan yang masuk di dalam pelaporan korban kepada Unit PPA 
Polres Malang adalah: a) kekerasan fisik b) kekerasan psikis c) kekerasan seksual dan d) 
kekerasan ekonomi.  




   Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia 
atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada 
dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan 
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manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 
kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya 
negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan 
peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan 
masyarakat. 
   Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa 
kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, 
maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan 
menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, 
dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.2 
   Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Anak adalah mahluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk 
dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala 
kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang 
normal. Anak merupakan mahluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan 
pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. 
   Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi 
korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi 
pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, atau pun kekerasan seksual. 
Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat 
salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki 
kewajiban untuk memberi tahu anaknya. 
   Belakangan ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat 
baik kualitas dan kuantitasnya. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir 
ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang 
mengalami peningkatan relatif cukup serius. Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan 
jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu 
: 
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a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 
KUHP. 
b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296 KUHP. 
Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan 
melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak 
di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan 
kehormatan menjadi taruhannya. 
   Demi mencapai pembangunan disemua bidang, pergeseran pola masyarakat dari masyarakat 
tradisional menjadi masyarakat modern, serta tekanan arus globalisasi/informasi yang 
diperkuat dengan krisis ekonomi, sosial dan politik. Selain itu membawa kemajuan dan 
peningkatan taraf kehidupan masyarakat juga telah menimbulkan berbagai masalah. 
   Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan 
mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, namun pada 
kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan 
hukum dalam memberantas kasus persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan 
koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun 
hakim-hakim di pengadilan. 
   Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (Criminal Justice Sistem) maka 
pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan 
akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap 
tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam 
hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Sebagaimana 
diketahui bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, 
pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). 
Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. 
   Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh seseorang, karena suatu 
kejahatan terjadi disertai penyebab yang membuat seseorang tersebut melakukan suatu 
kejahatan antara lain, adanya pengaruh dari dalam diri seseorang yang mengakibatkan orang 
tersebut berbuat jahat, kemudian lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut yang 
membentuk karakter diri seseorag tersebut menjadi baik atau jahat,tidak hanya itu faktor 
ekonomi seseorang yang kekurang dari segi materil akan membuat seseorang untuk 
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melakukan perbuatan jahat juga, pendidikan yang rendah akan membuat pola berfikir 
seseorang untuk berbuat,selain itu dengan mudahnya untuk mengakses video porno dan 
pengaruh budaya asing yang masuk indonesia tanpa disaring oleh masyarakat, tidak hanya 
diperkotaan tetapi juga hingga kedesa-desa yang juga dapat menjadi faktor pendorong 
timbulnya kejahatan seksual, karena saat ini kejahatan seksual terhadap anak tidak lagi 
memonopoli masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi di pedesaan yang jauh dari keramaian 
kota. 
   Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen 
hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang 
melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum 
pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu 
dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, 
kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana 
diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
   Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu “setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan denganya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah)”. 
   Anak menjadi korban dari kejahatan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. 
Anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial menjadi korban dan sasaran dari 
kejahatan seksual yang berkembang dimasyarakat. Namun jumlah anak yang menjadi korban 
kejahatan seksual biasanya lebih dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih 
lemah, lebih tergantung, lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan. 
Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, 
dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada 
manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu 
peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana 
pemerrkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual  dan integritas moral 
yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak 
pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan  dan  pelaku  dikenai  sanksi  pidana  seberat-




beratnya.  Karena  telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat 
buruk pada psikologis perkembangan anak.  
   Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya 
pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai 
kesalahan atau bersalah (subjectief guilt). Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu 
tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur 
unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu 
perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana 
pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana 
kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”. 
   Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa anak 
juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun 
mental, pelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang 
tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 
Upaya perlindangan anak tersebut harus dilakukan sedini mungkin dan dalam pelaksanaannya 
perlu peran serta masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial atau lembaga 
pendidikan. Dengan demikian orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk 
menjaga dan memelihara anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. 
   Pemerintah dan negarapun bertanggungjawab mendukung perlindungan anak dengan 
menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak agar pertumbuhan dan perkembangannya 
dapat optimal dan terarah. Sama halnya dengan upaya penanggulangan kejahatan seksual 
terhadap anak, yang harus dilakukan secara konsekuen dan berkelanjutan khususnya kepada 
aparat penegak hukum dan masyarakat yang sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal 
menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. 
   Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah 
dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan 
melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh 
karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian. 
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Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :3 
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan secara 
lebih baik dan lengkap. 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter-disipliner. 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum 
diketahui. 
4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan 
mengenai masyarakat. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini 
bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan 
menggunakan metode yang tepat.  
   Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
   Jenis penelitian hukumnya adalah penelitian sosiologis hukum, yaitu yang di lakukan 
secara langsung di lokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi atau 
objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dan masyarakat sehingga 
mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan 
mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada 
penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat. 
Jadi penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan 
tentang tindak pidana apa saja yang terjadi bagaimana modus operandinya. 
PEMBAHASAN 
1. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Menerapkan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung 
   Kejahatan tentang pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi 
perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan 
dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain 
terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai 
pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya. 
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   Menurut Neng Djubaedah meningkatnya perzinahan bukanlah hal berdiri sendiri, 
disamping masalah ketentuan aturan perundang-undangan yang masih lemah, juga 
sejalan dengan meningkatnya pornografi dan pornoaksi, sehingga dampak negatifnya 
semakin nyata, seperti timbulnya kejahatan lain, misalnya pemerkosaan, aborsi, bahkan 
pembunuhan. 
Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung adalah 
meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta 
menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat 
hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang 
melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman 
tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. 
   Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan 
pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat 
dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang 
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi 
pidana. 
   Tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana 
kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu : 
1) Tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 
287, 288 KUHP. 
2) Tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 
KUHP. 
   Selain diatur dalam  KUHP  tindak pidana pemerkosaan juga diatur di dalam peraturan 
hukum pidana di luar KUHP misalnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Meskipun tidak diatur secara khusus namun terdapat bagian 
dalam salah satu pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu pada Pasal 81 yang 
berbunyi : 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
   Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu dari bentuk 
perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana 
kesusilaan sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana 
pemerkosaan terhadap anak kandung tersebut dan bagaimana hukum pidana mencari 
kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Setelah ditemukan fakta hukum maka baru 
dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan. 
   Pemerkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetubuhan yang dilakukan 
diluar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya paksaan. Pada dasarnya 
tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa penuntutannya tidak 
menunggu adanya suatu aduan dari korban. Akan tetapi, korban pemerkosaan sering kali 
tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi tindak pemerkosaan atas dirinya. 
    Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana pemerkosaan lebih banyak 
mengalami kesulitan daripada proses penyelesaian tindak pidana yang lain, misalnya 
tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini dikarenakan banyak korban 
perkosaan seringkali tidak langsung melaporkan peristwa pemerkosaan yang dialaminya, 
tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya pemerkosaan 
tersebut terhadap dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari 
keluarga jika peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum terlebih lagi 
apabila pelaku pemerkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap 
terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Akan tetapi hal ini akan sangat menyulitkan bagi para pihak yang berwajib 
untuk proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan untuk mendapatkan kebenaran 
materiil dari tindak pidana pemerkosaan tersebut. 
    Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dalam menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk 
mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu perbuatan yang melawan 
hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan untuk 
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang 
yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. 
    Untuk mencari kebenaran materiil dalam menangani perkara tindak pidana pemerkosaan 
terhadap anak kandung terlebih dahulu akan dicari siapa pelaku pemerkosaan dengan 




dilakukan pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan 
dengan tindak pidana pemerkosaan untuk mendapatkan fakta hukumnya. Bukti-bukti 
tersebut akan digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku perkosaan telah melakukan 
tindak pidana yang telah didakwakan kepadannya. Setelah pelaku pemerkosaan terbukti 
melakukan tindak pidana tersebut maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan 
perbuatannya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pada akhirnya putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim akan memberi rasa keadilan. Dalam hal ini karena pelaku 
pemerkosaan adalah ayah kandungnya sendiri maka hukuman akan diperberat karena telah 
menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Seharusnya kewajiban seorang ayah adalah 
melindungi dan mendidik anak-anaknya. 
   Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan 
yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan 
terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan 
telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 
3. Mengusahakan agara mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 
kejahatannya. 
   Dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 3 (Tiga) komponen sistem peradilan 
pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat 
bekerja sama dan membentuk suatu integrated criminal justice system. Apabila 
keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, 
yaitu: 
1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing 
instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama. 
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi 
(sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana). 
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap 
instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan 
pidana. 
   Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana 
pemerkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP 
misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288. Apabila tindak pidana pemerkosaan 
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tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang pemerkosaan dalam 
KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP . 
   Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Malang Aipda Nur Laila 
“Kebanyakan pelaku memang memiliki perangai yang buruk dalam kesehariannya. Ada 
yang pernah dipenjara karena kasus penipuan, pemabuk dan bahkan pernah menghamili 
pembantunya sendiri. Kebanyakan Pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan karena 
pengaruh menonton VCD porno.  
   Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam 
penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan 
putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya 
perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, 
pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri itu banyak 
terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, karena rumah yang mereka 
miliki sangat sempit, kondisi di rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama 
kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya.  
   Ayah yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena tidak memiliki pekerjaan 
sedangkan istrinya bekerja di luar rumah atau luar negeri. Perkosaan ini juga dapat 
disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi 
hidup pelaku dimasa lalu, yaitu merasa  kekurangan atau ketinggalan pengalaman seks 
dimasa remaja (sexual lag behind) maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat 
adanya rangsangan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, hasil 
wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Malang BRIPKA Yuli Palupi, 
S.H.  
   Perbuatan memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia, atau 
bersedia disetubuhi. Cara-cara memaksa disini hanya hanya terbatas dengan dua cara, yaitu 
kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld). Dua cara tersebut 
tidak diterangkan lansung dalam undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, ada pada 
Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu “membuat 
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. 
R.Susilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Menurut Satocid kekerasan adalah setiap 
perbuatan yang terdiri atas digunakanya kekuatan badan yang tidak ringan atau berat. 
Walaupun didalam rumusanya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur 
“kesengajaan” akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan 




seperti yang dicantumkan dalam pasal itu harus dilakukan dengan “sengaja”. Karena 
seperti yang tel ah diketahui dalam pasal itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan 
sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang 
pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar 
larangan yang diatur dalam KUHP. 
 
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai 
Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Pelaku Dalam Hubungan Keluarga 
    Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Sanksi Dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak 
dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang 
wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau 
Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Untuk mewujudkan 
perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut diperlukan hubungan kelembagaan dan 
peraturan perundang-undangan. Pada 2002 pemerintah dan Badan Legislatif 
mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Walaupun beberapa bentuk kekerasan dalam UU Perlindungan Anak dan UU KDRT 
sebenarnya merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari beberapa bentuk 
kekerasan yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan sebelumnya, seperti 
KUHP, UU Narkotika, maupun UU Ketenagakerjaan Khususnya UU KDRT. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan 
yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan 
seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual 
laki -laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa 
harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. 
Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, 
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, 
kerugian ekonomis atau pelemahan. 
2. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut. Pertama, bentuk perlindungan anak sebagai saksi dan korban tindak pidana 
kekerasan (seksual) di wilayah hukum Polres Malang ditingkat penyidikan (Kepolisian) 
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dengan upaya memberikan rehabilitasi. Kedua, pelaksanaan perlindungan anak yang 
menjadi korban kekerasan selama ini masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena 
hak korban, seperti hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sulit 
me-ngurus keluarnya dana, karena ada kebingungan dari institusi penegak hukum tentang 
dari mana sumber dana yang harus digunakan. Hambatan yang sangat fundamental dari 
pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dan korban adalah tidak adanya biaya yang 
disediakan untuk me-maksimalkan pelaksanaan perlindungan tersebut. 
Saran 
1. Untuk pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan pejabat yang 
berwenang lainnya untuk mensosialisasikan mengenai bahay pemerkosaan terhadap anak, 
dapat melakukan himbauan lewat media massa, iklan, dan penyuluhan di wilayah rumah 
tangga dengan ekonomi rendah.  
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban 
tindak pidana perkosaan adalah: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar 
lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 
menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, 
baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan 
informasi mengenai perkembangan perkara. Disarankan kepada aparat penegak hukum 
dalam memberi perlindungan kepada anak korban perkosaan dengan memperhatikan hak-
hak korban, sehingga korban pasti mendapatkan rehabilitasi mental dan sosial. 
Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap 
pemulihan anak korban pemerkosaan, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di 
masa mendatang. Disarankan kepada masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para 
anak korban pemerkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa 
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